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PALU, MERCUSUAR - Memasuki triwulan I1],
serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Sulteng tahun 2011 dibawah 50
persen. Pengamat berpendapat, Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola bisa meman-
faatkan momen tersebut untuk menge-
valuasi kinerja para pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan
promosi jabatan dan mutasi. .

Pengumat kebijakan publik, Slamet Riyadi
Cante, nienibirendahnya pencapaian anggaran
menunjukkan bahwa para pimpinan SKPD
memilikikinerja yang relatif kurang baik karena
tidak mampu memanfaatkan dana berdasarkan
program yang ditetapkan. Untuk itu, ia
menyarankan gubernur melakukan reposisi
jabatan terhadap pimpinan SKPD berdasarkan
kapasitas dan kompetensi. "Selain itu,
diperlukan restrukturisasi kelembagaan yang
terkesan masih relatif besar dan belum
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mencerminkan prinsip miskin struktural tapi
kaya fungsi," ujar dosen Fakultas limu Sosial
dan limu Politik (FISIP) Universitas Tadulako
ini, Senin (12/9).

Senada, pengamat pemerintahan,
Nuralamsyah mengatakan, capaian belanja
anggaran yang tidak sesuai dengan target kinerja
dapat dijadikan barometer penilaian gubernur
terhadap SKPD. Barometer tersebut meliputi dua
hal, yakni kompetensi pejabat dan efektifitas
anggaran. Evaluasi kinerja di pemprov yang
dilakukan per triwulan sesuai pencairan
anggaran, sambung Nuralamsyah, bisa dijadikan
dasar evaluasi gubernur untuk penataan potensi
pejabat ke masa depan. Tentunya, gubernur
dibantu wakil gubernur;berpedoman pada
indikator capaian kinerja anggaran selama ini. -

Penempatan pejabat yang tepat, menurut dia,
dapat berdampak kepada efisiensi anggaran.
Bukan hanya gubernur yang harus . berani
memberikan punishment kepada ketidakcapaian

" target tersebut, DPRD juga harus bisa melakukan

koreksi budgeting (anggaran), sesuai kewenangan
budgeting yang dimilikinya. "Ini penting supaya
hubungan antara lembaga eksekutif-legislatif
dapat menjanjikan kualitas kinerja dari tiap SKPD,"
tutur pengajar ilmu politik dan pemerintahan FISIP
Untad ini.

Menurut dia, DPRD bisa memangkas anggaran
yang dinilai tidak efektif. Sebab jika DPRD tidak
antisipatif, kondisi ini juga akan berdampak
terhadap munculnya mark up anggaran bahkan
penyimpangan, karena akhirnya tiap program

SKPD akan disesuaikan dengan banyaknya

anggaran yang tersisa. "Sehingga benar akan
menimbulkan inefisiensi anggaran karena sudah
tidak sesuai (antara) target kinerjayang dijanjikan
setiap SKPD untuk menopang visi/misi gubernur/
program pemprov,” jelasnya.

Pada laporan nota keuangan rancangan
Perubahan APBD 2011, Gubernur Longki
Djanggola dalam sidang paripurna DPRD, Senin

" (12/9), menunjukkan hingga triwulan Il tahun

1nggaran 2011, anggaran belanja daerah yang
telah ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun, hanya
terealisasi sebesar Rp567 miliar lebih atau hanya
46,02 persen.

Serapan APBD sedikit lebih baik pada sisi
pendapatan daerah. Dari target APBD 2011
sebesar Rp1,168 triliun, sudah terealisasi Rp922,8
miliar atau 78,99 persen. pAr




                  






